GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 263 /VI.03/HK/2019

TENTARG

PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI SISTEM INFORMASI PAP (E-PAF)

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang . & bahwa untuk menjamin pelaeksanaan pemungutan Pajak
Daerah sektor Pajak Air Permukaan (PAP) vang efelktif,
efisien, transparan dan akuntabel sesual dengan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government, diperlukan
pengalinan  dari  sistem  pelaporan, penetapan dan
pembayaran vang dilakultan secara manual menjadi sistem
yang berbasis Teknologi Informasi melalui penerapan
Sistem Informasi PAF (E-PAP),

b. bahwa untuk menunjang penerapan E-PAP tersebut
diperlukan prosedur aperasional yang jelas dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan Prosedur Pelaporan, Penetapan dan Pembayaran
Pajak Air Permukaan melalui Sistem Informasi Pajak Air

Permukaan (E-PAP), dengan Keputusan Qubernur
Lampung;

Mengingat L. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan Menjadi
Undang-Undang;

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebageimana teiah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajal;
4. Undang-Undang WNomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemérintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepals
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wejib Pajak;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketenituan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolasn  Keuangan Daerah
sebagaimana telsh beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 201 1;

10, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagamimana telah diubah dengan
Peraturan Daersh Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun
2014;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provingi Lampung Nomor 17 Tahun
2017,

. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung:

3, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan
Sumber Daya Alr Provinal Lampung;

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air
Permukaan di Provinsi Lampung.

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanasn Pemungutan dan Tata Cara
Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsl Lampung;

MEMUTUSKAN:

—

. KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR

PELAPORAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR
PERMUKAAN MELALU! SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP).

. Prosedur Pelaporan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Air

Permutkaan melalul Sistem Informasi PAP [E-PAP),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan ini.

- Prosedur uhagnimn dissbutkan dalam Diktum Kesatu

meliputi:

a. Prosedur Pelaporan  Pengambilan/Pemanfaatan  Air
Permukaan dari Wajib PAP melalui E-PAP dengan bentuk
keluaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah
(SPOPD)| secara elektronik;

b. Prosedur Penetapan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air
Permukaan (NPAF) dengan bentuk keluaran Perhitungan
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KETICGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

v, Prosédur Penetapan Pajak Air Permukaan melalui E-PAP
dengan bentuk kelunran penerbitan Surat Ketetapan Fajak
Uaerah (SKPD) secara elektronik; dan

d. Prosedur Pembayaran Pajak Air Permukaan melalui E-PAP
dengan bentuk keluaran penerbitan Surat Tanda Setoran
(5TS| secara elektronik.

Format SPOPD, SKPD, STS dan Perhitungan NPAP yang
berlaky sebagai  keluaran dan Sistem  Informasi  PAP
sebagaimana tercantum dalem Lampiran 1, Lampiran [,
lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan
Format sebagaimana dimaksud daleam Diktum Ketiga
dipergunakan sebagai standar yang berlaku dalam penerapan
Sistemn Informasi PAF bagi semua pemangku kepentingan
dalam pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan inl akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 margt 2019

LAMPUNG,

L. Betun DIMRD Provinsl Lampung 8 Telukbetung:

2 Inspekiur Provinsl Lampung di Bandar Lampung;

3. Kepala Badan Keuangan Daemah Provinsi Lampung di Telukbetung;

4. Kepala Hiro Hukum Schoetarial Bacrah Provinsi Lampung di Telukbetung;



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 262 /VI.O3/HK/2010
TANGGAL: Zi Macid 2019

PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP)

2019



I. PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu
Keandnlan [reability] ., Ketanggapan (responsiveness) Jaminan [assurance),
Empati [empathy), Bulti Langsung (tangible). Beberapa penelitian terdahulu
menunjukken bahwa kualitas pelaysnan perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan kualitas dan kuantitas
pelnyanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak
sehagai pelanggan dan pada gilimnnya akan meningkatkan kepatuhan dalam
bidang perpaiakan.

Di sektor Pajak Air Permukaan (PAP), Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung, sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah,
berupava memberikan kualiatas pelayanan yang baik kepada wajib pajak, salah
satunys dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi wajib pajak dengan
memanfastkan  sistern  informam  teknologi  sebagai modernisasi  sistem
administrant perpajakan yang transparan dan akuntabel. Konsep modernisasi
administrag) perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem
administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir, perilaku
aparat dan tata nilal organisasi sehingga selain memberikan nilal tambah dalam
hal kemudahan bagi Wajib Pajak, juge dapat meningkatkan Pendapatan Asi
Daerah (PAD) Provinsi Lumpung serta menjadikan Badan FPendapatan Daerah
Provinsl Lampung sebagni organisasi yang profesional dengan memberikan
pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sistemn Informasi PAP (B-PAPF) adalah wujud upaya peningkatan kualitas
polavanan dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi teknologl tersebut.
Ruang lingkup operasional E-PAP meliputi prosedur pemungutan PAP mulai dari
pendaftaran sampaj dengan pembayaran, yang mencakup registrnsi Wajib Pajak
serta pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Deerah (NPWFD), penyampaisn
Laporan Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak dan
cetak/penerbitan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) oleh Wajib
Pajuk, Perhitungan dan Penetapan Nilal Perolehan Air (NPA), penerbitan Surat
Ketetapan Pajalk Daerah [SKPD], penerbitmr Surat Tanda Setoran (STS) yang
terintegrasi dengan E-Budgeting Provinsi Lampung, hingga Laporan Pembayaran.
Keseluruhan rangkaian pemungutan PAP tersebut dapat dilakukan dengan lebih

efektif dan efisien dibandingkan dengan prosedur manual yang berlaku
sebelumnva. ’

Prosedur sebagaimana dimaksud di atas akan dijelaskan secara rinci
dan berlaku sebagal standar operasional dalam penerapan E-PAP bagi semua
pemiangku kepentingan dalam pemungutan PAP di Provinsi Lampung,



II. BAGAN ALUR OPERASIONAL E-PAP

Bagan Alur Operasional pemungutan PAP melalui ‘E-FAP dn;;ai digambarkan,
sebagai benkut:
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MI. TUGAS DAN TANGGUNG.JAWAB

Penggunaan E-PAP dilakukan oleh admin Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung sebagal koordinator pengelolaan Pajak Daerah sektor PAP, admin
Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai
Dinas Teknis mitra kerja pengelolaan PAP, dan Wajib Pajak sebagai Subjek PAP.
Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna
E-PAP:



1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Bapenda):

a. Memastikan kesiapan aplikasi E-PAP dalam melayani pemungutan PAP
sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

b, Melakukan verifikasi user Wajib PAP;

¢. Memberikan Nomor Pokok Wajlb Pajak Daerah (NFWPD) dengan format
sebagai berikut @ kode provinei kode kab/kota.jenis pajak nomor urut;

d. Melakukan verifikasl dokumen perusahasn dengan mempertimbangkan
kelengkapan persyaratan dokumen sesuai ketentuan vang beriaku;

c. Melakukan werifikasi Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) setelah
diverifikasi oleh Dinas Teknis;

{. Melakukan perhitungan pajak dan menetapkan nilai pajak melalui
penerbitan Surat Ketetapan Paiak Daerah (SKPD);

g Melakukan verifiknsi bukti setor yang di unggah Wajib PAP;

h. Melnkukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan dan pembayvaran Wajib
PAR;

l. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan
kelancaran operasional pemungutan FAP melalui E-PAP.

2, Dinas Cipta Karva dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung (Dinas

CKJ;

a. Menetapkan NPAP masing-masing Wajib Pajak sesuai dengan Tata Cara
Perhitungan NPAF yang berlaku melalui E-PAP;

h. Melakukan penetapan, perhitungan dan verifikasi NPAF berdasarican
laporan dan input SPOPD dari Wajib PAF;

e, Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan dan pembayaran Wajib
AP,

d. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan

kelancaran operasional pemungutan PAP melalui E-PAP.
3. Waiib Pajak Air Permukaan (Wajib PAP):

a. Melakukan registrasi user PAP dengnn_ mengisi data-data dengan lengkap
dan benar;

b. Melakukan registrasi dokumen dengan mengis data-data dan mengunggah
persyaratan dokumen dengan lengkap dan benar;

c. Melaporkan jumlah pengambilan/pemanfaatan air maupun produksi kwh
(untuk PLTA) dan melakukan input SPOPD dengan lengkap, benar, dan
dalam batas wakiu sesuai dengan peraturnn yang beriaku;

d. Melakukan pembayaran PAP sesuai nilai STS maupun STS Denda ke
Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung, dengan Nomor Rekening
IR0 .0006.00001.1. dalam batas waktu sesuai ketentuan vang berlaku:



¢. Melakukan laporan atas pembayaran dengan mengunggah bukt setor.
IV. PROSEDUR PELAPORAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

1. Prosedur Pelapcran
a. Pendaftaran

Berikut ini adalah prosedur pendaftaran yang meliputi, registrasl user,

pemberian NPWPD dan registrasi kelengkapan dokumen pada E-PAP :

AKTIVITAS

i,

Wajib PAP melakuksn registrasi online dengan cara ik registras
pada halaman login E-PAP.

2

Walit PAP melengkapl data form isian pada halaman registrasi yang
dengan mengisi alamat emoll sktif perusshaan, password, nama
perusshasan den nomor telpon yang dapat dihubungin untuk
pengurusan PAP, dan coptchg berupa angka lalu kitk daftar.

Admin Bapenda membuka menu “verifikasi user” pada apllkasi,

=

Admin Bapenda memberikan NPWPD kepada perusashaan. NPWPD

digunakan juga sebagal username login pada apiikasl. Kiik simpan
NPWPD.

Verilikasi user teloh dilakukan oleh admin, maka notillkasi da
NPWPD akan dikirimkan oleh splikasi melalul emall Wajib PAP yan
telah didaftarkan sebelumnya. Jika sudah mendapatian

emoll dari sdmin, maka Wajib PAP dapat melanjulkan regist
kelengkapan dokumen perusahaan.

Wajib PAP masuk kemball ke hsiaman menu login pada sast
reglstrasl tadi, falu masukan NPWPD yang telah diberikan oleh
admin Bapenda dan masukan pexsword sesual dengan yang disl
pada saat registrasi. Klik login.

™

Seteiah Wik login, Wajib PAP melanjutkan reghtrasi Velengkapan
dokumen dengan cara klik registrasi il form sewuai dengan
dokumen perusahsan anda. Kilk simpan reglstrash

Kemudian pilih menu uplood dokumen

o | o

Pilih dokumen yang akan di wpleod sesusl dengan Judul, agar dapat
memudahkan admin Bapenda wuntuk memverifikasl lpgalitas
dokumen Whajib PAP.

Setelah pillh judul dokumen laly kik “tefusuri® untuk mengunggah
dekumen yang telsh disiapkan. Lalu ik proses upload.

11

Lakukan proses sampal dokumen lengkap, Jika sudsh lengkap maka
agmin BAPENDA akan meverifikasi dokumen Wajib PAP dan Admin
Dinas CK akan mamberikan Nilal Perolehan Alr Permubkaan (NPAP).
Catatan: |lka kedua admin belum memverifikes] maka Wajlh PAP
tidak dapat melanjutkan proses  Input pamakaian alr, dan
SELETUANYE

Verifikayl dokumen perusahaan admin BAPENDA dengan memilih
klik perusohson yang akan ada werifikasi dokumen
perusahaannya.

13,

Lalu akan muncul hasil entry darl perusahzan, klik view dokumen
untuk melihat copy darl dokumen perusahaan

4.

like dirasa sudah volid, maka sdmin Bapenda mengklik verifikasl
Batal verifikasl digunakan untuk membatalkan verifikasl jika
ditemidkan dalam proses dokumen perusshaan tefuh habis masa
aktifrya, Jika verifikasl dokumen perusahaan alah admin Bapenda
inl [fka dirasa memaken waklu yang lama dalam proses uplood
dokumen oleh Wajlb PAP, maka admin Bapenda tidak harus
menunggy lengkap semue dokumen untuk memierifikast




15, | Verdfikasi admin Dines CK, umtuk mendapatkan Nilai Perolehan Alr
Permukaan (NPAP). Pilih perusahaan yang akan divarifikasi NPAP.

16. | Setefah kilk maka okan muncul faktor-faktor penefitu dalam NPAP
sesuni dengan peraturan vang berlaku. Admin Dinas CK mamilib
faktor penontu NPAP sestal dengan perusahaan atau Wajib PAP,
NPAF akan terhitung secara otomatis sesual dengan indikator yang|
dillih pada faktor tersebut. NPAP akan terfihet pads field NPAP.
Setelah sesual kitk simpan., ]
17. | Setelsh keduns verifikasl telah dilakukan oleh kedua sdmin maka
wallb pajak dopat melskukan proses input pamaksian sir par bulan.

b. Pelaporan

Berikut ini adalah prosedur pelaporan yang meliputi : unggah laporan, input
SPOPD dan verifikasi NPAP oleh Bapenda dan Dinas CK & PSDA:

NO. AKTIVITAS

L. | Wajib PAP mamilih masa pajak dan tahun pajak. Uplood dokumen
legalitas pemaksian air yang télah di tandatangand oleh pihak

2, | NPAP, yarg sehelumnya telah ditetapkan ocleh Oinas Teknls, akan
muncul secars otomatis. masukan volume alr yang digunaken lafu
tekan enter otsy lost foous maka NPAPR akan terhitung secars
atamatis. Kilk skmpan |lka sudah yakin.

. | Untuk melihat hasll input pemakaian akt pilih meny cotak SPOP, pilih
atau kiik dsta yang skan dicetak. jika SPOP telah difakukan
pencetakan maka data tidak dapat dirubah kemball, akan tetapl jika
belum difakukan pencetakan maks data masih dapat dirubab, kiik
tombol cetak SPOP sebagal tanda bahwa Walilh PAP teloh satufu
dengan pemakaizn air yang ditaparkan,

4. | Pastikan data SPOP anda tercetak, agar dapat dilakukan verifikas|
oleh admin Bapenda untuk PAP dan NPAP oleh admin Dinas CK.

5. | Verifikasi ini mempunyai limit, jika kedua verifikasi tidak dilakukan
dalam Jangka waktu 2 harl maks akan terverifikasl otomatis oleh
sistem ‘dengan tujuan adalah  untuk mempercepat proses
pembayaran paiak.

6. | Umuk verfikasl SPOP, admin Bapenda plilh NPWPLD yang akan
diverifikasl, don statusnys belum terverifikasi

2. Proscdur Penetapan

Berikut ini adalah prosedur penetnpan PAP yang meliputi perhitungan NPAP
dan penerbitan SKPD:

-

NO. AKTIVITAS

[. | Kiik tombol verifikasi, dan view dokumen upioad (untuk melihat
dokumen yang telah diupload cleh Wajib PAP terkait legaiitas
permakaian blr yang telah ditandatangsn berwensng)

2. | Verlikasi SPOP +admin Dinas ©X dengan cara  memilh
perusahaan/NFWPD yang akan diverifikasi NFAP nya

3 | ik tombal verifikasi, dan view dokumen upload

jika sudah dilskukan pencetakan 5P0P dan sudsh diverifikesi aleh
kedua admin maka Wajith PAP dapat melanjutkan pencetakan SKPD
dan SSPD dengan mamilih menu cetak SKPD dan cetak S5TS

E-Budgeting.

e




3. Prosedur Pembayaran
Berikut il adalah prosedur pembayaran PAP vang meliputl pényetoran PAP ke
Bank Persepsi dan pelaporan pembayaran:

 NO.| AKTIVITAS
| 1. | Jiks sudsh melakukan pembaysrsn maks Wajik PAP dapat
| mengunggah Bukl) Sotor maupun S5TS E.-Budgeting yang Telsh
.| ditandatangsnl dan dicap aleh BANK Lampung.
2. | Pilik nomos $T5 E-Budgeting yang sudah dibayarkan sesual dengan
| W copy 575 E:Budgeting yang akan dispload,
A, | Kk telusun untok mengambil data copy Bkt Setor atau 575
E-Budgeting yang telzh di tandatanganl dan dicap oleh BANK
| fLempuny.
| A, | lika sudah memilih file, plllh tanggal fEtor - dengan yang
tarlamplr pads Buktl Setor atay 5T5 E-Budgeting, talu kil simpan,
5. | Verfikssi fle upload Bukti Sator atau ST5 E-Budgeting yang
dilakukan oleh admin Bapends pilih menu verifikas uplood S5PD
kiik pada tabel judul file Buktl Setor atau STS £-Budgeting untuk
_ | melthst file yang sudah terupioad.
B, | Jiks sudah benar maka kiik tombal OK, varnfikasi tombaol ini marubah
Eyf_hthnmdnn penatapan yang terters pada SKPO.
T. | Wajib PAP dapat melihat status atau laporan hasil verifikasi dan
agmin Bapends bahws Buktl Setor atiu STS E-Budgeting telah
| terverifikasi, dan dagat melihat riwiyat pembayaran PAP,

V. PENUTUP

Prosedur pelaporan, penetapan dan pembayaran PAP melalu] Sistem
Informasi PAP (E-PAF] ini diharapkan dapat memudahkan pars pemangka
keperitingan maupun pengguna langsung balk dalam proses pelaporan,
penetapan, pembayaran, maupun yang terkait dengan monitoring, evaluasi
MAUPUN supervisi pnmunguu;n PAP di Provinei Lampung.

Masih banyak pengembangan maupun penyempurmnaan yang diperlukan
terhadap E-FAF ini, namun demikian, diharapkan dengan sistem yang telah
dibangun maupun prosedur yang berlaku saat ini, ditambah dengan
penyempumann-penvempurnaan di masa mendatang, Badan Pendapatan
Daerah Provins! Lampung dapat terus meningkatkan pelavanan dan kualitas
pemungutan PAFP di Provingi Lampung, vang pada gilirannya dibarapkan akan

berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, khususnya dari
sektor PAP,




LAMPIRAN 1l : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 253 /VL ﬂ:ﬁfﬂm;!nlg
TANGGAL : 21 maret 2019

FORMAT SURAT FEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD|
PADA SISTEM INFORMASI PAP

PEMERINTAH PROVINS] LAMPUNG

BURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

(BPOFD)
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

MASA PAJAK

NOMOR TP e e TP e S T

A [DEXTITAS WAL PAJAK
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LAMPIRAN [Nl : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :0/ 263 /VI1.03/HK/2019
TANGOAL - 22 taret 2019

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PADA SISTEM INFORMASI PAP [E-PAP)
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :Q/262 /VLO3/HK/2019
TANGGAL : Z2: maet 3019

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)
PADA SISTEM INFORMASI PAP
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LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : O/ 163 /V1.03/HK/2019
TANGGAL : 22 maret 2019

FORMAT PERHITUNGAN NPAP
PADA SISTEM INFORMASI PAP (E-PAP)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
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